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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
 
The founding fathers ketika mendirikan Negara Republik Indonesia, 
merumuskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan 
bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat). Oleh 
karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk 
mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda 
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan mewujudkan 
tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. 
Demikianlah penegasan yang terdapat dalam Undang-Uandang Dasar 1945. 
Hal ini berarti bahwa negara hukum Indonesia sebagaimana digariskan adalah 
negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin 
kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum 
dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep negara hukum ini 
tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Segala 
warga negara bersamaan kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.    
(Satjipto Rahardjo, 1980: 117). 
Selain daripada tujuan negara sebagaimana yang dimaksud diatas, negara 
hukum yang dibentuk dan dicita-citakan Indonesia setidaknya harus 
mempunyai unsur-unsur dasar sebagai negara hukum. Unsur-unsur tersebut 
sesuai dengan pendapat yang diketengahkan oleh A.V Dicey, yaitu : 
a. Supremasi hukum (Supremacy of law), maksudnya tidak ada kesewenang-
wenang (Absence of power), seseorang boleh dihukum jika melanggar 
hukum. 
b. Kedudukan yang sama dalam hukum (equality before the law). 
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c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang (A.V Dicey dalam, 
Miriam Budiharjo:1977:58). 
Mengacu keterkaitan terhadap pembentukan negara hukum tentunya 
terdapat prinsip bahwa yang menjadi panglima dalam dinamika ketatanegaraan 
adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang 
biasa digunakan dalam menyebut negara hukum dalam bahasa inggris adalah 
rule of law, not of man.  Yang disebut pemerintahan adalah hukum sebagai 
sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari 
skenario sistem yang mengaturnya (www.pemantau-peradilan.com). 
Perjalanan untuk menjadi sebuah negara hukum suatu negara tentunya 
tidak pernah lepas dari polemik dan kontroversi. Fenomena hukum tersebut 
juga menimpa negara hukum Indonesia. Meskipun, sudah merdeka lebih dari 
60 tahun lamanya, Hukum Indonesia masih saja tetap berjalan ditempat ketika 
berhadapan dengan tindak pidana korupsi. Bahwa korupsi tidak hanya 
menggerogoti segelintir orang saja, namun telah melibatkan golongan elit, 
aparat hukum, bahkan telah melibatkan pejabat pemerintah sebagai pengambil 
kebijakan. Simpul-simpul kejahatan inilah yang sangat sulit untuk dicari 
penyelesaiannya karena modus  operandinya yang sangat rapi dari hulu sampai 
dengan hilir. Seluruh komponen bangsa ini yakin bahwa korupsi perlu dan 
harus diberantas, bahwa korupsi telah menimbulkan kesengsaraan rakyat. 
Tetapi juga harusnya diingat bahwa tujuan tersebut seharusnya dicapai dengan 
memperhatikan secara sungguh-sungguh dan tetap berada dikoridor hukum 
yang telah ada. 
Inti persoalan bangsa ini dalam memberantas korupsi sejak 1960-an 
sampai sekarang terletak pada iktikad baik (good faith), kesungguhan 
(seriousness), kemauan (willingness) dan kemampuan (ability) dari seluruh 
komponen bangsa, termasuk pimpinan nasional tingkat pusat sampai ke 
daerah.Ada satu lagi yang tampak memerlukan perenungan dalam 
pemberantasan korupsi, hal ini sering diabaikan, yaitu faktor kemanusiaan 
yang adil dan beradab yang sudah sering disebut-sebut dan dikenal sebagai 
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”asas praduga tak bersalah” dan prinsip ”due process of law” (Jimly 
Asshiddiqie.2005:153). 
Metode-metode  konvensionalpun dirasakan tidak akan mampu untuk 
menghilangkan akar dari korupsi yang telah mendarah-daging di bangsa 
Indonesia. Oleh karena itu diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu 
membendung meluasnya korupsi. Salah satu cara ialah dengan menetapkan 
kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya 
tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar 
biasa. Dalam rangka pemberantasan tersebut yang tentunya memerlukan 
metode penegakan hukum secara luar biasa pula, telah dibentuk Badan khusus 
yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk bukannya tanpa dasar 
tetapi adanya faktor ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum yang 
telah ada dalam keseriusannya untuk menangani korupsi. Pilihan kebijakan 
untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergantung kepada 
situasi dan kondisi politik pada zamannya masing-masing. Model pengaturan 
yang demikian memungkinkan untuk terjadi karena hukum adalah sebuah 
produk politik (Moh. Mahfud M.D., 1998: 7).  
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat mandiri, independen dan 
bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, 
profesional serta berkesinambungan. Namun, sekarang eksistensi Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sedang goyah, sudah menjadi rahasia 
umum jika para koruptorlah yang gerah akan sepak terjang dan ketegasan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menghadapi korupsi. Oleh 
karena itu, dengan segala cara berusaha untuk meniadakan keberadaan Komisi 
Pemberatasan Korupsi (KPK) ditengah gencarnya pemberantasan korupsi. 
Metode terbaru adalah dengan menggunakan celah hukum yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
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Bahwa celah hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan status 
pimpinan KPK yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 30 
tahun 2002 ”Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 
tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.” 
Terlebih tidak berhenti ditempat tersebut dalam Pasal 32 ayat (3) ditambahkan, 
”Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
oleh Presiden Republik Indonesia.” Lebih lanjut Pasal 32 ayat (1) butir (c) 
Undang-Undang 30/2002 menyatakan,”Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi berhenti atau diberhentikan karena menjadi terdakwa karena 
melakukan tindak pidana kejahatan” 
Seperti yang telah diketahui dan telah menjadi headline hangat 
dibeberapa media selama bebulan-bulan, dengan pasal 32 ayat (1) butir (c) 
inilah yang menjadi landasan hukum mengapa Antasari Azhar salah satu 
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan secara 
permanen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika telah berstatus 
menjadi terdakwa pembunuhan berencana sedangkan belum ada putusan hakim 
yang menyatakan bahwa ia bersalah ataukah tidak dari tuntutan-tuntutan yang 
diajukan kepadanya. Kekhawatiran akan adanya perulangan metode untuk 
meniadakan status pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) inilah 
yang melatarbelakangi pengajuan judicial review terhadap Pasal 32 Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2002 kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini bermula 
ketika Bibit dan Chandra selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang oleh pihak 
kepolisian.  
Apalagi jika dikaitkan dengan asas equality before the law adanya pasal 
32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentunya mencederai hak asasi 
manusia sesorang di mata hukum. Konsep pemikiran ini didasarkan kepada 
dalam sistem hukum Indonesia hanya pengadilanlah yang berwenang memutus 
seseorang bersalah ataukah tidak. Oleh karena itu, semisal pasal tersebut masih 
menjadi satuan organ didalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) tentunya tidak lagi terdapat perlindungan dan kepastian hukum 
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yang adil sebagaimana diatur didalam Pasal 28 D ayat (1) ”Setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan Pasal 27 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
Selain pelanggaran terhadap asas equality before the law, pasal 32 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 juga melanggar asas praduga tidak 
bersalah (presumption of innocense). Eksistensi asas hukum praduga tidak 
bersalah juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen-instrumen hak 
asasi manusia internasional. Pasal 11 ayat (1) Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR) menyatakan, “Everyone charged with a penal offence has the 
right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public 
trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.” Lebih 
lanjut, Pasal 14 ayat (2) International Covenants on Civil and Political Rights 
(“ICCPR”) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights 
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan, 
“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent 
until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all 
the guarantees necessary for his defence”. 
Latar belakang sebagaimana yang diungkapkan diataslah yang menjadi 
daya tarik utama dari penulis untuk mengkaji masalah ini dengan lebih 
seksama. Bagaimana dasar hukum Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 
guardian of constitutions dalam menyikapi pengajuan judicial review terkait 
dengan status pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah nyata 
melanggar konstitusi warga negara. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis 
mengangkat masalah ini dengan judul : ANALISA PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGAJUAN JUDICIAL 
REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG 
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KPK TERKAIT DENGAN STATUS PIMPINAN KPK (PUTUSAN NO. 
113/PUU-VII/2009) DITINJAU DARI ASAS NEGARA HUKUM. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
 
Perumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan 
yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, 
sistematis dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin 
dipecahkan. Arti penting perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi 
tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang 
optimal. 
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti 
adalah meliputi: 
1. Bagaimana substansi putusan Mahakamah Konstitusi (MK) dalam judicial 
review Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan status pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK)? 
2. Bagaimana substansi putusan tersebut bila ditinjau dari asas negara hukum? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya 
maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan dari 
suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif, dan 
merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian 
tersebut (Soerjono Soekanto, 2006:118). 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut: 
1. Tujuan obyektif: 
a. Untuk mengetahui substansi putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait 
dalam judicial review Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait 
dengan status pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
b. Untuk mengetahui substansi putusan tersebut bila ditinjau dari asas 
negara hukum. 
2. Tujuan subyektif: 
a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahun, dan 
pemahaman Penulis khususnya di bidang Hukum Tata Negara. 
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana 
dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan 
manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang 
diharapkan sehubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum 
tata negara pada khususnya. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 
bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa 
yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memperoleh data guna dianalisa agar dapat menjawab rumusan 
masalah yang Penulis kemukakan. 
b. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarkat luas 
mengenai Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengajuan  
judicial review Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
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Pemberantasan Korupsi (KPK), (Putusan Nomor 113/PUU-VII/2009) 
ditinjau dari asas negara hukum. 
c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
E. METODE PENELITIAN 
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu 
atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisanya. 
Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 
normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, 
dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam  hubungannya dalam masalah 
yang diteliti. 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan penelitian hukum 
yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia atau gejala, 
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keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dan 
memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka menyusun teori-teori baru 
(Soerjono Soekanto:2006:10). 
3. Pendekatan Penelitian 
Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal 
issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) 
yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian 
tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan (Johnny Ibrahim, 2007 
: 299). 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum 
terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 
(historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) 
dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 
2005: 93). Sedangkan menurut Johny Ibrahim dari kelima pendekatan 
tersebut ditambah dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan 
pendekatan filsafat (philosophical approach) berikut (Johnny Ibrahim, 
2005: 246). Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan 
dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute 
approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan 
undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan 
menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini 
hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga 
atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan 
hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait 
dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan 
secara deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, 
menggambarkan, serta menganalisis permasalahan atau isu hukum yang 
diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah. 
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4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa 
keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi 
kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar  
1945, peraturan perundangan lainnya yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan tulisan-
tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah-makalah yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
5. Sumber Data 
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif), sehingga 
bahan dari penelitian ini adalah data-data hukum sekunder. Data-data 
hukum sekunder oleh Soerjono Soekanto dikelompokkan menjadi (Soerjono 
Soekanto dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990: 14-15). 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Antara 
lain sebagai berikut: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil 
amandemen; 
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi; 
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan 
penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 
2005: 141). Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis 
adalah penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan 
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sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai bahan hukum sekunder 
yang menjadi pertimbangan penting bagi penulis, dikarenakan penjelasan 
dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan menggambarkan maksud 
dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh subyek-
subyek pembentuknya, buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan,  
hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum 
maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini; 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan 
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal ini 
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas 
yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis 
pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan 
atau observasi dan wawancara. 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data 
sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data 
sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan 
digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh 
kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai 
dengan tujuan dan permasalahan penelitian.  
7. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika 
deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard Arief 
Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan 
dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Johny 
Ibrahim, 2006: 249). Sedangkan Prof. Peter Mahmud Marzuki yang 
mengutip pendapatnya Philiphus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi 
sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode 
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deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum). 
Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu 
kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud 
Marzuki, 2007: 47). Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum 
dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya 
umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih 
khusus. 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
 
Dalam bagian ini, Penulis mensistematiskan bagian-bagian yang akan 
dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan lebih 
tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan 
menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. 
Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis,    
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini dibahas mngenai kerangka teori yaitu tinjauan 
mengeni negara hukum, tinjaun tentang Mahkamah Konstitusi, 
tinjauan tentng korupsi, mekanisme Judicial Review di Indonesia 
serta bab ini juga diuraikan mengenai kerangka pemikiran.  
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang 
membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan 
dengan asas negara hukuDalam bab ini akan menguraikan dan 
menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu 
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mengenai subtansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial 
review Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan status pimpinan 
Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) dan subtansi putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review bila ditinjau 
dari Asas Negara Hukum. 
 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan dari hasil 
pembahasan serta memuat saran-saran mengenai permasalahan 
yang ada. 
DAFTAR PUSTAKA 
PENUTUP 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. KERANGKA TEORI 
 
1. Tinjauan Mengenai Negara Hukum 
Negara Hukum merupakan terjemahan dari rechtstaat (ahli-ahli 
hukum Eropa Kontinental) atau rule of law (ahli-ahli hukum Anglosaxon). 
Ide Negara hukum, selain terkait dengan konsep rechtsstaat dan the rule of 
law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy sebagai faktor penentu dalam 
penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaita erat 
dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan 
tertinggi. 
Menurut Komisi Ahli Hukum International (The International 
Commission of Jurists), pemerintah yang demokratis di bawah rule of law 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a) Adanya perlindungan konstitusional; 
b) Adanya pemilihan umum yang bebas; 
c) Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 
d) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; 
e) Adanya kebebasan untuk berserikat /berorganisasidan beroposisi 
f) Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education). 
Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum formil dan 
Negara Hukum materiil. Negara Hukum formil menyangkut pengertian 
hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti perundang-
undangan tertulis, sedangkan negara hukum materiil yang lebih mutakhir, 
mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. 
Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya Law in a Changing 
Cociety membedakan antara rule of law dalam arti formil dan rule of law 
dalam arti materiil. Pembedaan ini, menurut Jimly Asshiddiqie, memang 
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, 
14 
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keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena 
pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran 
pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran 
hukum utama. 
Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti perundang-
undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan 
bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. 
Karena itu, disamping istilah the rule of law oleh Friedman juga 
dikembangkan istilah rule of just law untuk memastikan bahwa dalam 
pengertian tentang the rule of law tercakup pengertian keadilan yang lebih 
essensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan 
dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap the rule of law, 
pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah 
the rule of law yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara 
Hukum di zaman sekarang (Majalah Konstitusi.2009. Edisi 26:16). 
Dari uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan kembali adanya dua belas 
pokok prinsip Negara Hukum (Rechtstaat) yang merupakan pilar-pilar 
utama yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern sehingga 
dapat disebut Negara Hukum yaitu: 
a) Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi 
hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai 
pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of 
law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya 
bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang 
tertinggi. Dalam republikyang menganut sistem presidensiil yang bersifat 
murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut 
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem 
pemerintahan parlementer. 
b) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 
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Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan 
pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara 
empirik. Dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap diskriminatif 
dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan 
tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus 
dan sementara guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat 
tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar 
kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan 
setara dengan kelompok masyarakat yang jauh lebih maju.  
c) Asas Legalitas (Due Process of Law) 
Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas 
legalitas dalam segala bentuknya (Due Process of Law) yaitu bahwa 
segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang sah dan tertulis.  
d) Pembatasan Kekuasaan 
Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara 
dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal 
atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi 
kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk 
berkembang menjadi sewenang-wenang. 
Karena itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisah-
misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and 
balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan 
mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan 
dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun 
secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan 
terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan 
terjadinya kesewenang-wenangan. 
e) Organ-organ Eksekutif Independen 
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Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang 
berkembang pula adanyapengaturan kelembagaan pemerintahan yang 
bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi 
kepolisian dan kejaksaan. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini 
sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, 
tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi 
sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk 
menentukan pengangkatan atau pemberhentian pimpinannya. 
f) Peradilan yang bebas dan tidak memihak 
Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak ini mutlak harus 
ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, 
hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena 
kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang. Untuk 
menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya 
intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, 
baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif 
ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. 
g) Peradilan Tata Usaha Negara 
Peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan 
bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai 
pilar utama Negara Hukum. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka 
kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan 
pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting 
karena yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-
keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. 
h) Peradilan Tata Negara (Constitusional Court) 
Dalam negara hukum modern diharapkan adanya jaminan tegaknya 
keadilan tiap-tiap warga negara dengan mengadopsikan gagasan 
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya 
Mahkamah Konstitusi adalah upaya memperkuat sistem check and 
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balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan 
untuk menjamin demokrasi. 
i)  Perlindungan Hak Asasi Manusia 
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia 
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang 
adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyaratkan 
secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu 
negara Hukum yang demokratis. 
j) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat) 
Dalam prinsip demokrasi yang menjamin peran serta masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan 
mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. 
Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh 
ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk 
kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi.  
k) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 
Rechtstaat). 
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan 
bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui 
gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan 
negara hukum yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional yang dirumuskan dalam 
pembukaan Undang-Uundang Dasar 1945, tujuan bangsa Indonesia 
bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
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l) Transparansi dan Kontrol sosial. 
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap 
setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan 
dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi 
dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat 
secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. 
Adanya partispasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat 
melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya 
saluran aspirasi rakyat (Jimly Asshiddiqie.2005:151).  
 
2. Tinjauan Mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 
Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan pedoman yang 
bersifat umum yang mempunyai nilai hukum atau minimal mempunyai nilai 
penentu (ikut menentukan) dalam suatu perbuatan pemerintah. Dari sudut 
rakyat sebagai sasaran pengaturan, asas-asas umum pemerintahan yang baik 
tersebut hakikatnya adalah berkaitan dengan alasan mengajukan keeratan 
atau dapat pula seabgai alasan dalam mengajukan bila ternyata perbuatan 
pemerintah tersebut dirasa merugikan masyarakat (Lutfi Efensi, 2004:81)  
Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas yang 
menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Asas-asas umum 
pemerintahan yang baik terserbut adalah sebagai berikut : 
1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalaian 
penyelenggara negara. 
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
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4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi. 
5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbanagan 
antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. 
6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlianyang 
berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggraan negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Lutfi Efensi, 2004:86-87). 
 
3. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 
menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai berikut: 
a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilu. 
b) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 
Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut secara khusus diatur 
lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan 
merinci sebagai berikut: 
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a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945. 
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di 
kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK). 
(1)  Pengujian Formal 
Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat 
(3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan 
jelas bahwa “pembentukan undang-undang tidak memenuhi 
ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945”. Pengujian secara formal akan melakukan 
pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan Undang-
Undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap drafting 
sampai dengan pengumuman dalam lembaran Negara yang harus 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
(2)  Pengujian Materiil 
Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b Dalam permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan 
dengan jelas bahwa “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 
bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” mengatur 
tentang uji materiil dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak 
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Yang boleh diuji juga 
hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan 
konsekuensi hanya bagian, ayat, dan pasal tertentu saja yang 
dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon 
tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang 
mengenai ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang 
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bersangkutan. Akan tetapi dengan membuang kata yang merupakan 
bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal tersebut dapat 
berubah sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak lagi 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.  
b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945. 
Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas 
memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga 
negara yang memperoleh kewenangannya menurut Undang-Undang 
Dasar 1945 sehingga jelas meskipun dapat terjadi multitafsir dapat dilihat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 lembaga negara mana yang 
memperoleh kewenangannya secara langsung dari Undang-Undang 
Dasar 1945. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah juga mengatur 
organisasi negara dan wewenangnya. Bahwa lembaga negara tersebut 
harus merupakan organ konstitusi yaitu baik yang dibentuk berdasarkan 
konstitusi maupun yang secar langsung wewenangnya diatur dan 
diturunkan dari Undang-Undang Dasar (UUD).   
c) Memutus pembubaran partai politik 
Berbeda dengan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar (UUD) dimana akses terhadap Mahkamah 
Konstitusi (MK) tampaknya agak luas yang memiliki standing untuk 
mengajukan permohonan pembubaran partai politik sebagaimana diatur 
dalam Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi (MK) hanya pemerintah. 
Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah sebagai pemohon 
untuk menguraikan dengan jelas tentang (1)ideologi; (2)asas; (3)tujuan; 
(4)program; dan (5)kegiatan partai politik. Yang semuanya bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan alasan partai politik 
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tersebut untuk dibubarkan. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) mengenai pembubaran Partai Politik, dilakukan dengan 
pembatalan pendaftaran partai pada pemerintah. 
d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
Perselisihan ini terkait dengan penetapan hasil pemilihan umum 
secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
yang mengakibatkan seorang yang harusnya terpilih baik seorang 
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 
mempengaruhi langkah calon Presiden/Wakil Presiden melangkah 
keputaran kedua pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau mempengaruhi 
calon terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden. Hal itu terjadi karena 
adanya kekeliruan dalam penghitungan suara hasil pemilu. 
Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu yaitu 
(1) Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) peserta pemilu. 
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu; 
(3) Partai politik peserta pemilu. 
Yang dapat menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum 
dan meskipun asal perselisihan adalah di daerah pemilihan tertentu yang 
hasil perhitungan awal dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) 
yang kemudian direkapitulasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 
dan dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan 
umum secara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Pusat di Jakarta. 
Pada intinya permohonan perselisihan hasil pemilu mengajukan 
dua hal pokok yaitu : 
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(1) adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU)  
(2) Hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Dasar perhitungan 
pemohon harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dapat 
menunjukkan ketidakbenaran perhitungan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU). Dan berdasarkan hal tersebut pemohon meminta agar 
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil perhitungan suara 
yang dumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan agar 
Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan hasil penghitungan suara 
yang benar menurut pemohon (Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah 
Konstitusi). 
e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR).  
Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 (Maruarar Siahaan.2005:15). 
 
4. Tinjauan tentang Korupsi 
a) Pengertian tentang Korupsi 
Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “Corruptio” (Fockema 
Andreae : 1951) atau Corruptus (Webster Student Dictionary : 1960). 
Selanjutnya disebutkan bahwa “Corruptio” itu berasal pula dari kata asal 
“Corrumpere” suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah 
turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris : Corruption, Corrupt; 
Perancis Corruption dan Belanda Corruptie (korruptie).  
Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah 
kata itu turun kebahasa Indonesia “Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu 
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ialah : kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap 
tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang 
menghina atau memfitnah. Meskipun kata Corruptio itu luas sekali 
artinya namun sering “Corruptio” dapat dipersamakan artinya dengan 
“penyuapan”. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam 
perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta 
dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” : Korupsi ialah perbuatan yang 
buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan 
sebagainya (Poerwadarminta : 1976). Dengan pengertian korupsi secara 
harfiah dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya “korupsi” 
itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, 
tempat dan bangsa.  
Dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap 
masalah “Korupsi” bermacam pula, dan artinya sesuai pula dari segimana 
kita mendekati masalah itu. Pendekatan sosiologis misalnya seperti 
halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Allatas dalam bukunya “The 
Sosiology Of Corruption,” akan lain artinya kalau kita melakukan 
pendekatan normatif; begitu pula dengan politik atau ekonomi. Misalnya 
Allatas memasukan “Nepotisme” dalam kelompok “Korupsi” dalam 
klasifikasinya (memasang keluarga atau teman kepada posisi 
pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentulah hal 
seperti itu sukar dicari namanya dalam hukum pidana. Beberapadefinisi 
Korupsi antara adalah sebagai berikut :  
(1) Korupsi ialah: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 
penerimaan uang sogok dan sebagainya. (Kamus Umum Bahas 
Indonesia, Poerwadarminta 1976).  
(2) Korupsi adalah: Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam 
artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (Encyclopedia 
Americana).  
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(3) Korupsi adalah: Dengan melakukan tindak pidana memperkaya diri 
sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan/ perekonomian negara. (Kamus Hukum - Prof. Raden 
Subekti Tjitrosoedibio, SH).  
(4) Korupsi adalah : Penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-
hadiah berupa suap (Corruption the Offering and Accepting of 
Bribes), disamping diartikan juga “Decay” yaitu kebusukan atau 
kerusakan. (A.S. Hornby cs - The Advenced Leaner’s Dictionery of 
Current English, Oxford University Press, London: 1963, hal 218). 
Sudah tentu apa yang dimaksudkan yang busuk atau rusak itu ialah 
moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sebab 
seorang yang bermoral (berakhlak) baik tentu tidak akan melakukan 
korupsi (Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 
3 tahun 1971 - Prof.DR.H. Baharuddin Lopa, SH Moch. Yamin, SH. 
Hal.4).  
Dari keempat definisi di atas terdapat persamaan persepsi yaitu 
bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk yang sudah barang 
tentu akan menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat 
pada umumnya.  Pengertian “Korupsi” Menurut Beberapa Negara, yaitu : 
(1) Meksiko Corruption is : acts of dishonesty such as bribery, graft, 
conflict of interst negligence and lock of effeciency that require the 
planing of specific strategies it is an illegal inter change of favors. 
Korupsi diartikan  sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran 
berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan 
kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang 
akan memberikan keuntungan kepada pelakunya.  
(2) Nigeria Corruption as being : an act done with an intent to give some 
adventage inconsis tent with official duty and the richts of other. The 
act of an official or judiciar person who an lawfully and wrong fully 
use his station or character to procure some benefit for him self or for 
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other persons contraty to duty and the right of others. Korupsi 
diartikan : sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan 
untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas/ 
jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh 
seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (judiciart) yang tidak 
secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh 
keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan 
kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain. Bribery as 
: The offering, giving receving or soliciting of anything of value to 
influence action as an official or in discharge of a leal or/public duty. 
Penyuapan adalah  Penawaran pemberian menerima atau 
menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi 
tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan 
(merusakan) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan.  
(3) Uganda Corruption called : Any practice act or ommision by a public 
official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly 
acknowledge but must be hindden from the public eye. Corruption 
diverts official decession making from what a decession should have 
been to what it should not he been. Corruption introduce 
discrimination and arbitrarinees in decission making so that rules, 
regulations and prosedures become unimportant. Korupsi diartikan 
sebagai suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh 
seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari 
norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya 
disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang 
harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus 
dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu 
putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif 
dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan 
prosedur tidak lagi menjadi penting.  
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b) Beberapa aturan tentang Korupsi di Perundang-undangan 
Indonesia 
(1) Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 
Pasal 1 ayat (1) butir a menyatakan bahwa “Barang siapa dengan 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian 
negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.  
(2) Pasal 1 ayat (1) butir b menyatakan bahwa “Barang siapa dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
Badan, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara 
langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara”.  
(3) Pasal 1 ayat (1) butir c : Barang siapa melakukan kejahatan 
tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 423, 435 KUHP.  
(4) Pasal 1 ayat (1) butir d menyatakan bahwa “Barang siapa memberi 
hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam 
pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau sesuatu wewenang 
yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si 
pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau 
kedudukan itu”.  
(5) Pasal 1 ayat (1) butir e menyatakan bahwa “Barang siapa tanpa 
alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah 
menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti 
yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, 420, KUHP tidak 
melaporkan pemberian atu janji tersebut kepada yang berwajib”.  
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c) Beberapa Aturan mengenai korupsi di Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
(1) Sedangkan pasal-pasal dalam KUHP yang dirujuk oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 bunyinya adalah sebagai berikut : 
Pasal 209 KUHP : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat 
ratus ribu rupiah : 1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri dengan maksud menggerakannya untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya. 2. Barangsiapa memberi sesuatu 
kepada seseorang pegawai negeri karena atau berhubungan dengan 
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak 
dilakukan dalam jabatannya.  
(2) Pasal 210 KUHP : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun: 1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan 
tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. 2. Barang 
siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang 
menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat 
atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan 
maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 
diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 
pengadilan untuk diadili.  
(3) Pasal 387 KUHP : (1)Diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun seorang pemborong atau akhli bangunan atau penjual 
bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau 
pada waktu menyerahkan bahan bahan bangunan melakukan sesuatu 
perbuatan kecurangan yang dapat membahayakan keamanan orang 
atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 
(2)Diancam dengan pidana yanga sama, barang siapa yang bertugas 
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mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, 
sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.  
(4) Pasal 388 KUHP: (1)Barangsiapa pada waktu menyerahkan barang 
keperluan Angkatan laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan 
curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam 
keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun. (2)Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang 
bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja 
membiarkan perbuatan curang itu.  
(5) Pasal 415 KUHP : Seorang pegawai negeri atau orang lain yang 
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau 
untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang 
atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau 
membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan 
oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan 
perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun.  
(6) Pasal 416 KUHP : Seorang pegawai negeri atau orang lain yang 
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau 
untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau 
memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk 
pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun.  
(7) Pasal 417 KUHP : Seorang pegawai negeri atau orang lain yang 
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau 
untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, 
menghancurkan, merusakan atau membikin tak dapat dipakai 
barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau 
membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-
surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau 
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membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan dan membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau 
menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.  
(8) Pasal 418 KUHP : Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah 
atau jani padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 
hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan 
yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran 
orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan 
jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(9) Pasal 419 KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun, seorang pegawai negeri : (1) Yang menerima hadiah atau janji 
padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk 
menggerakannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (2) 
Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah yang diberikan 
sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya.  
(10) Pasal 420 KUHP : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun: 1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, 
padahal diketahui bahwa hadiah atau janji yang diberikan untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya. 2. Barang 
siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat 
untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, 
padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk 
mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh 
pengadilan. (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar 
bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu 
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perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun.  
(11) Pasal 423 KUHP : Seorang pegawai negeri dngan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk 
memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran 
dengan potongan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun.  
(12) Pasal 435 KUHP. Seorang pegawai negeri yang dengan langsung 
maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, 
penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, 
untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau 
mengawasinya, diancam dengan pidana penjara palin lama sembilan 
bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah. 
Secara harfiah/terjemahan menurut huruf (kata demi kata), korupsi 
berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya 
merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah 
kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan White Collar 
Crime. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang 
bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian 
Negara.  
5. Tinjauan Mengenai Mekanisme Judicial Review di Indonesia 
a)  Pengertian Judicial Review 
Terdapat perbedaan dalam pendefinisian judicial review, 
diantaranya: 
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(1) Menurut Encyclopedia Britannica: “Judicial review is the power of 
courts of a country to determine if acts of legislature and executive 
are constitutional.” 
(2) Sedangkan menurut Ecyclopedia Americana: “Judicial review, 
power exerted by the courts of a country to examine the actions of 
the legislative, executive, and administrative arms of the government 
and to ensure that such actions conform to the provisions of 
constitution.” 
(3) Menurut Miriam Budiardjo: Mahkamah Agung mempunyai 
wewenang untuk menguji apakah sesuatu undang-undang sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, dan untuk menolak 
melaksanakan undangundang serta peraturan peraturan lainnya yang 
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini 
dinamakan “Judicial Review”. 
(4) Sri Sumantri berpendapat: Hak menguji materiil adalah suatu 
wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu 
peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan 
dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu 
kekuasaan tertentu (verordenende acht) berhak mengeluarkan suatu 
peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan 
isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang 
lebih tinggi derajatnya. 
(5) Sedangkan Bintan R. Saragih menyebutkan: Judicial Review adalah 
hak dari Mahkamah Agung untuk menilai atau menguji secara 
material apakah suatu undang-undang bertentangan dengan atau 
tidak berlaku undang-undang yang dinyatakan bertentangan atau 
tidak sesuai tersebut. 
(6) Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1999 tentang hak Uji materiil: Hak uji materiil adalah hak 
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Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap peraturan 
perundangundangan, sehubungan dengan adanya gugatan atau 
permohonan keberatan (pasal 1 ayat (1)). 
Meskipun belum ada definisi yang baku mengenai judicial review 
di Indonesia, tetapi pada umumnya judicial review diberi pengertian 
sebagai “hak uji materiil”, yaitu “wewenang untuk menyelidiki, menilai, 
apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah 
suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.”  
b) Mekanisme Beracara dalam Judicial Review  
(1) Prinsip-prinsip hukum acara. 
Proses judicial review dalam perumusan hukum acaranya 
terikat oleh asas-asas publik. Di dalam hukum acara dikenal dua 
jenis proses beracara yaitu “contentious procesrecht” atau hukum 
acara sengketa dan “non contentieus procesrecht” atau hukum acara 
non-sengketa. Untuk judicial review, selain digunakan hukum 
sengketa (berbentuk gugatan) juga digunakan hukum acara non 
sengketa yang bersifat volunteer (atau tidak ada dua pihak 
bersengketa/berbentuk permohonan). Bila menelaah asas-asas 
hukum publik yang salah satunya tercermin pada asas hukum acara 
peradilan administrasi, maka proses beracara judicial review 
seharusnya juga terikat pada asas tersebut. Asas tersebut adalah:  
a) Asas Praduga Rechtmatig 
Putusan pada perkara judicial review seharusnya merupakan 
putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat 
putusan dibacakan dan tidak berlaku surut. Pernyataan tidak 
berlaku surut mengandung makna bahwa sebelum putusan 
dibacakan, obyek yang menjadi perkara – misalnya peraturan 
yang akan diajukan judicial review - harus selalu dianggap sah 
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atau tidak bertentangan sebelum putusan Hakim atau Hakim 
Konstitusi menyatakan sebaliknya. Konsekuensinya, akibat 
putusan Hakim adalah “ex nunc” yaitu dianggap ada sampai saat 
pembatalannya. Artinya, akibat ketidaksahan suatu peraturan 
karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidaklah 
berlaku surut namun sejak pernyataan bertentangan oleh lembaga 
berwenang (Mahkamah Agung  atau Mahkamah Konstitusi) ke 
depan. Namun perlu juga dipikirkan tentang dampak yang sudah 
terjadi, terutama untuk kasus-kasus pidana, misalnya 
dimungkinkan untuk mengajukan kembali perkara yang 
bersangkutan tersebut untuk ditinjau kembali.  
b) Putusan memiliki kekuatan mengikat (erga omnes) 
Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan 
terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan suatu perkara 
judicial review haruslah merupakan putusan yang mengikat para 
pihak dan harus ditaati oleh siapapun. Dengan asas ini maka 
tercermin bahwa putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan 
karena sifat hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja–tidak 
hanya para pihak yang berperkara.  
(2) Pengajuan permohonan atau gugatan. 
Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa 
pengajuan judicial review dapat dilakukan baik melalui gugatan 
mapun permohonan. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2002 
untuk berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah 
Konstitusi (dan dijalankan oleh Mahkamah Agung hingga 
terbentuknya Mahkamah Konstitusi) tidak disebutkan pembedaan 
yang jelas untuk perkara apa harus dilakukan melalui gugatan dan 
perkara apa yang dapat dilakukan melalui permohonan, atau dapat 
dilakukan melalui dua cara tersebut. Akibatnya dalam prakteknya 
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terjadi kebingungan mengingat tidak diatur pembedaan yang cukup 
signifikan dalam dua terminologi ini. 
PERMA No. 1 tahun 1999 mengatur batas waktu 180 hari 
suatu putusan dapat diajukan judicial review. Sedangkan dalam 
PERMA No. 2 tahun 2002, jangka waktu untuk mengajukan judicial 
review hanyalah 90 hari. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, 
pembatasan ini menimbulkan permasalahan mengingat produk 
hukum yang potensial bermasalah adalah produk hukum pada masa 
orde baru dan masa transisi. Selain itu pembatasan waktu ini juga 
menafikan kesadaran hukum masyarakat yang tidak tetap dan 
dinamis.  
(3) Alasan mengajukan judicial review. 
Baik dalam Amandemen ke III Undang-Undang Dasar 1945 
tentang wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah 
Agung (MA) atas hak uji materiil, yang kemudian dituangkan lebih 
lanjut sebelum keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui 
PERMA No. 2 Tahun 2002, maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 
1999 tidak disebutkan alasan yang jelas untuk dapat mengajukan 
permohonan/gugatan judicial review. Dalam PERMA hanya 
disebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) berwenang menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang atau dalam hal pengajuan keberatan adalah alasan 
dugaan peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang 
lebih tinggi. Sedangkan Amandemen hanya menyebutkan obyek 
judicial review saja dan siapa yang berwenang memutus.Namun 
pada umumnya beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk 
pengajuan judicial review adalah sebagai berikut : 
a) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan lain 
yang lebih tinggi. 
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b) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak bewenang untuk 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 
c) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. 
d) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan 
perundang-undangan. 
e) Terdapat ambiguitas atau keraguraguan dalam penerapan suatu 
dasar hukum yang perlu diklarifikasi 
(4) Pihak yang berhak mengajukan judicial review. 
Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil 
disebutkan bahwa Penggugat atau Pemohon adalah badan hukum, 
kelompok masyarakat. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut badan 
hukum atau kelompok masyarakat yang dimaksud dalam PERMA 
ini seperti apa. Yang seharusnya dapat menjadi pihak (memiliki 
legal standing) dalam mengajukan permintaan pengujian Undang-
Undang adalah mereka yang memiliki kepentingan langsung dan 
mereka yang memiliki kepentingan yang tidak langsung. Rasionya 
karena sebenarnya Undang-Undang mengikat semua orang. Jadi 
sebenarnya semua orang “harus” dianggap berkepentingan atau 
punya potensi berkepentingan atau suatu Undang-Undang. Namun 
bila semua orang punya hak yang sama, ada potensi penyalahgunaan 
hak yang akhirnya dapat merugikan hak orang lain. Namun karena 
pengajuan perkara dapat dilakukan oleh individu maka sangat 
mungkin dampaknya adalah pada menumpuknya jumlah perkara 
yang masuk. Untuk itu di masa mendatang idealnya dalam 
pengajuan perkara hak uji materil maka perlu diperhatikan bahwa 
yang berhak mengajukan permohonan/gugatan adalah kelompok 
masyarakat yang berbentuk organisasi kemasyarakatan dan berbadan 
hukum tertentu. Dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan bahwa 
pencapaian tujuan mereka terhalang oleh perundangundangan. Yang 
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bersangkutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran 
Dasarnya. 
Dalam hal pribadi juga dapat memiliki legal standing, maka ia 
harus membuktikan bahwa dirinya memiliki concern yang tinggi 
terhadap suatu bidang tertentu yang terhalang oleh perundang-
undangan yang bersangkutan. 
(5) Putusan dan eksekusi putusan. 
Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa bila 
dalam 90 hari setelah putusan diberikan pada tergugat atau kepada 
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), dan mereka tidak 
melaksanakan kewajibannya, maka peraturan perundang-undangan 
yang dimaksud batal demi hukum. Putusan dibacakan di sidang yang 
terbuka untuk umum, putusan yang sudah diambil mengikat. Hal ini 
dapat diartikan bahwa jika dinyatakan suatu Undang-Undang, baik 
seluruh pasalnya (berhubungan dengan keseluruhan jiwanya) atau 
pasal-pasal tertentunya saja bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar (UUD), maka putusan tersebut wajib dicabut oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam waktu tertentu. Jika 
tidak, maka Undang-Undang tersebut otomatis batal demi hukum. 
Kurang lebih ada dua alternatif yang dapat ditawarkan untuk 
perbaikan di kemudian hari, yaitu : 
a) Alternatif pertama, segala peraturan atau kelengkapan dari 
peraturan yang diputuskan tidak konstitusional kehilangan 
pengaruhnya sejak hari dimana putusan tersebut dibuat. Dengan 
catatan peraturan atau kelengkapan darinya sehubungan dengan 
hukum pidana kehilangan pengaruhnya secara retroaktif. Dalam 
hal demikian maka dimungkinkan dibuka kembali persidangan 
mengingat tuduhan didasarkan pada peraturan yang dianggap 
inkonstitusional;  
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b) Alternatif kedua, dapat diberikan kewenangan bagi Mahkamah 
Agung (MA) ataupun Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya untuk 
memutus dampak atas masing-masing putusan apakah berdampak 
pada peraturan yang timbul sejak pencabutan dilakukan (ex nunc) 
atau berdampak retroaktif (ex tunc). Dalam hal pencabutan 
putusan secara extunc, complaint individu terhadap suatu 
peraturan yang bersangkutan harus memiliki dampak umum (erga 
omnes), karena landasan hukum suatu putusan pengadilan atau 
penetapan administrative telah dinyatakan batal demi hukum atau 
dalam proses pembatalan. Dengan demikian peraturan yang 
berlaku individu yang didasarkan pada landasan hukum yang 
serupa juga menjadi tidak berlaku. Di sini prinsip jaminan 
terhadap individu di satu sisi dan prinsip kepastian hukum di sisi 
lain harus berjalan seimbang. Setidaknya putusan dalam perkara 
kriminal harus dapat dibuka kembali oleh peradilan biasa dengan 
berdasarkan adanya pembatalan dari norma hukum pidana yang 
menjadi dasar dari putusan tersebut. 
(6) Penafsiran Konstitusi 
Jon Roland, salah seorang senator Amerika Serikat yang 
memiliki intensi yang tinggi terhadap hukum konstitusi telah 
mengemukakan prinsip-prinsip mengenai penafsiran konstitusi 
(Principles of Constitutional Interpretation) yang dibedakannya 
menjadi menjadi 7 yaitu adalah sebagai berikut : 
(http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/penafsiran-mk-
terhadap-pasal-33-uud-1945.pdf). 
a) Textual 
Penafsiran textual didasarkan pada kata-kata yang aktual dari 
hukum tertulis, jika makna dari kata-kata tersebut tidak ambigu. 
Penafsiran tekstual adalah penafsiran yang tidak lari dari teks atau 
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naskah hukum tertulis. Penafsiran ini bersifat restriktif karena 
membatasi penafsiran pada ketentuan yang telah ada dari teks 
tertulis yang akan ditafsirkan. Disamping penafsiran restriktif, 
penafsiran letterlijk / harafiah, arti kata atau istilah, penafsiran 
gramatikal, bahkan penafsiran otentik dapat dimasukkan sebagai 
bagian dari penafsiran tekstual. Salah satu cara penerapan 
penafsiran tekstual dapat dilakukan dengan cara subsumptif, yaitu 
dengan menggunakan logika silogisme. Silogisme ini Cuma 
bentuk lain dari cara berpikir deduksi. Silogisme merupakan 
percocokan dari dua simpulan (premis) yang terdiri dari major 
premis dan minor premis. 
b) Historical 
Dalam Penafsiran Historis atau Hisorical Interpretation, 
keputusan sedikit sekali didasarkan pada kata-kata yang aktual 
dalam undang-undang, melainkan lebih didasarkan kepada 
pemahaman yang diungkapkan dari sejarah naskah dan 
pengesahan undang-undang tersebut, demikian juga terhadap 
konstitusi atau aturan dasar. Kadang-kadang penafsiran ini 
disebut sebagai sejarah legislasi, dan untuk putusan pengadilan 
disebut sejarah kasus. Suatu analisa tekstual dari kata-kata yang 
diartikan bersentuhan dengan nalisa sejarah. Historical 
Interpretation mencoba meninjau kembali konstruksi pemikiran 
dan semangat masa lalu, kemudian menggunakan hal tersebut 
sebagai landasan yang original dalam memutus perkara aktual. 
Hal ini dapat dilihat dari risalah sidang, makalah, buku yang 
diterbitkan, dan lain-lain media yang merekam intensi para 
pembuat undang-undang serta suasana pada saat undang-undang 
itu di buat. 
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c) Functional 
Dalam penafsiran fungsional (functional) atau disebut juga 
struktural, keputusan didasarkan dari struktur hukum dan 
bagaimana aturan tersebut diharapkan jelas keterkaitannya sebuah 
sistem yang harmonis. Functional interpretation melihat hukum 
sebagai suatu sistem yang harmonis. Harmonisasi hukum itu 
dapat berupa keterkaitan secara horizontal, sesama undang-
undang, maupun yang bersifat vertikal. Disamping meninjau 
keterkaitan antara norma hukum, functional interpretation juga 
mempertimbangkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang 
terjadi dalam operasionalisasi suatu undang-undang. 
d) Doctrinal 
Doctrinal interpretation melakukan penafsiran berdasarkan 
sumber-sumber hukum, yaitu dari sesuatu yang dianggap sebagai 
sebuah doktrin. Doktrin-doktrin tersebut lahir pada masa lalu, 
didasarkan kepada praktik yang berlaku atau pendapat hukum dari 
ahlu hukum, terutama legislatif, eksekutif, atau yurisprudensi 
pengadilan. Namun hal tersebut harus dibedakan dengan 
penafsiran berdasarkan sejarah (historical interpretation), karena 
doktrin-doktrin tidak dimaknai sebagai sumber hukum yang 
berdasarkan waktu kelahirannya (tempus), melainkan dari kaidah-
kaidahnya yang berlaku lama. 
e) Prudential 
Keputusan berdasar pada faktor di luar hukum atau kepentingan 
para pihak (masyarakat) dalam perkara, seperti memberi batas 
waktu yang harus dipenuhi pejabat publik, efisiensi kinerja 
pemerintah, menghindari dari pengaruh dari banyak hal, atau dari 
tekanan politis, seperti satu pertimbangan menghindari 
mengganggu suatu kegiatan suatu lembaga, juga motivasi yang 
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utama untuk metoda yang berkenaan dengan doktrin juga meliputi 
seperti pertimbangan apakah suatu kasus adalah “siap” 
diputuskan atau apakah perbaikan yang administratif menjelang 
diambil keputusan. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia dapat dikategorikan menggunakan metode 
penafsiran prudential, antara lain putusan pengujian Undang-
undang APBN berkaitan prioritas alokasi anggaran pendidikan 
sedikitnya sebesar 20% dari total APBN. Undang-undang APBN 
yang tidak secara eksplisit memprioritaskan anggaran pendidikan 
secesar 20% adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar, 
tetapi Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta membatalkan 
ketentuan Undang-undang APBN yang belum meletakkan 20% 
dari total APBN untuk anggaran pendidikan, karena bila 
ketentuan itu dibatalkan, maka akan lebih sedikit persentasenya 
untuk anggaran pendidikan. Disamping itu, contoh lain 
penggunaan metode penafsiran prudential dapat dilihat dalam 
Putusan Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang 
Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Terhadap Pasal 53 Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
yang mengatur keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Pengadilan Tipikor). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 
keberadaan Pengadilan Tipikor dalam Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 
bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Tetapi Mahkamah 
Konstitusi memberi tenggang waktu peralihan secara mulus 
(smooth transition) selama 3 (tiga) tahun kepada Pemerintah 
untuk membuat undang-undang khusus tentang Pengadilan 
Tipikor. Bila dalam waktu yang ditentukan itu pemerintah belum 
merampungkan Undang-undang Pengadilan Tipikor, maka 
perkara korupsi hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri saja. 
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f) Equitable 
Penafsiran Ekuitabel atau Equitable Interpretation bisa juga 
disebut penafsiran etis. Dimana keputusan didasarkan pada 
perasaan keadilan. Keseimbangan kepentingan dari para pihak 
dan apa yang baik dan buruk, tanpa memperhatikan apa hukum 
(tertulis). Sering kali  ditenpatkan pada kasus di mana fakta tidak 
cukup untuk mengantisipasi atau memadai dari pembuat undang-
undang. Ciri pokok dari Equitable Interpretation adalah adanya 
dua atau lebih variabel yang dipertimbangkan oleh hakim. Dua 
atau lebih variabel itu diakomodasi secara proporsional. Hal ini 
berbeda dengan penafsiran perbandingan (comparative 
interpretation). Bila comparative interpretation hanya 
memaparkan dua atau lebih variabel secara deskriptif, maka 
equitable interpretation melihat variabel-variabel yang ada 
sebagai hal yang dihimpun secara proporsional. 
g) Natural 
Dalam Penafsiran Natural. Keputusan didasarkan pada apa yang 
diwajibkan atau anjuran dari hukum yang alamiah, atau barang 
kali dari sifat-sifat dasar manusia, dan pada apa yang bersifat 
jasmaniah atau secara ekonomis mungkin atau dapat dilakukan, 
atau pikiran yang bersifat aktual. Penafsiran yang bersifat natural 
ini dapat dilihat dari putusan-putusan hakim yang memaparkan 
benda-benda secara alamiah, abik itu perilaku manusia maupun 
kejadian alam. Penafsiran ini, dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi muncul dalam bentuk pepatah-pepatah seperti “buruk 
muka cermin dibelah”. Ungkapan seperti ini ada dalam putusan 
pengujian Undang-undang Ketenagalistrikan. “Buruk muka 
cermin dibelah” adalah istilah atau majas yang menggambarkan 
sifat atau perilaku manusia. 
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B. KERANGKA PEMIKIRAN 
Kerangka pemikiran merupakan bentuk suatu konsep atau alur dari suatu 
penelitian yang didasarkan pada permasalahan yang diteliti yang diharapkan 
dapat mengarah pada suatu hipotesis atau jawaban sehingga dapat tercapainya 
paparan pemasalahan dan solusi serta hasil penelitian seperti yang diharapkan 
kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDICAL REVIEW 
UU NO. 30 TAHUN 2002 
Pertimbangan  
Hukum 
Dasar 
Permohonan 
Judical Review 
PUTUSAN  
N0. 133/PUU-VII/2009 
Substansi Putusan 
UU No. 30 Th. 2002 
Substansi Putusan 
Ditinjau dari asas  
Negera Hukum 
  
45 
Keterangan : 
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan 
pengujian Undang –Undang (Judicial Review) terhadap Undang-Undang 
Dasar 1945. Setiap warga negara dapat mengajukan judicial review 
apabila hak dan atau kewenangan konstitusinya merasa dirugikan atas 
berlakunya Undang-Undang. Didalam pengajuan judicial review 
disebutkan sebagai kedudukan hukum ( Legal  Standing) bagi para 
pemohon pengajuan judicial review. Dalam Judicial Review Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
bahwa terdapat dalil – dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan 
pemberhentian secara tetap atau pemanen tanpa putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana telah melanggar hak 
konstitusional para pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil, maka dalam hal ini asas praduga tidakbersalah 
( Presumption innocence ) yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. 
Untuk menilai hak konstitusional yang terdapat pada pasal yang 
dimohonkan untuk dilakukan pengujian yaitu pasal 32 ayat 1 huruf c 
haruslah mempertimbangkan berbagai perspektif yakni filosofis, historis, 
sosiologis, theologis,dan politis pembentukan Undang-Undang No. 30 
tahun 2002 sehingga apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap 
akan bermuara kepada hukum yang adil. 
Disini kemudian hasil putusan Judicial Review Undang-Undang 
No.30 Tahun 2002 pasal 32 ayat 1 huruf c menganalisis putusan 
Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review dikaji dari subtansi 
putusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 dan subtansi yang ditinjau dari asas negara hukum yang 
selanjutnya digunakan sebagai pedoman kembali aktifnya sebagai 
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas 
korupsi.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terkait dengan status 
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
 
Bahwa dalam melihat substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
mengenai judicila review Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan status pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) . Penulis akan menguraikan masalah ini yang 
mengacu pada putusan Nomor 133/PUU-VII/2009. Duduk perkara mengenai 
judicial review Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK)  adalah sebagai berikut :  
1. Deskripsi Kasus  
Pada tanggal 15 September 2009 pukul 23.00 WIB, dua pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  nonaktif itu ditingkatkan statusnya 
dari saksi menjadi tersangka. Sehingga diberhentikan sementara 
berdasarkan Keppres 74/P (vide Bukti P-2) karena telah dinyatakan sebagai 
tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (”Polri”) (vide 
Bukti P-4): Berita Acara Pemeriksaan atas nama Bibit S. Rianto; (vide Bukti 
P-5): Berita Acara Pemeriksaan atas nama Chandra M. Hamzah). 
Pemberhentian dimaksud tidak didasarkan atas bukti materiil yang dapat 
dipertanggungjawabkan, berupa bukti permulaan yang kuat sehingga 
mempunyai intensi dan tendensi sebagai tindak kriminalisasi atas 
pengunaan kewenangan dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK).  Bahwa pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Keppres 74/P setelah 
ditetapkan sebagai tersangka, pada tanggal 15 September 2009, atas dasar 
(vide Bukti P-4 dan Bukti P-5), Dalam perkara dugaan tindak pidana 
berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau dengan sewenang-
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wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak 
membuat atau membiarkan barang suatu apa, atas penetapan Keputusan 
Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri dan Pencabutan Larangan Bepergian 
Keluar Negeri atas nama sdr. JOKO SOEGIARTO CHANDRA, dan 
penetapan Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama sdr. 
ANGGORO WIDJOJO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-
Undang 5 Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 
KUHP, dan atau Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Keppres 74/P tersebut diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 
32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang menyatakan: Pasal 32 ayat (2): ”Dalam hal Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, 
diberhentikan sementara dari jabatannya.” Pasal 32 ayat (3): 
”Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada 2 Oktober 2009, berkas 
perkara Chandra Hamzah dikirimkan ke Kejaksaan dan berkas Bibit S 
Riyanto dikirimkan pada 9 Oktober. Ternyata barkas kasus tersebut berkali 
kali bolak balik ( dikembalikan ) dari Kejaksaan ke Polri karena kurang 
lengkapnya barkas tersebut. 
Kemudian, penyidik melakukan penahanan pada 29 Oktober 2009 
dengan alasan mereka melakukan tindakan mempersulit jalannya 
pemeriksaan dengan menggiring opini publik melalui pernyataan-
pernyataan di media serta forum diskusi. walaupun dasar hukum masih 
lemah dan dicurigai adanya rekayasa tgl 3 Nop. 2009 penahanan Chandra 
dan Bibit ditangguhkan (setelah pemutaran rekaman sadapan di MK ). 
Kecurigaan adanya rekayasa dalam kasus Chandra dan Bibit , terbukti 
dengan adanya pemutaran rekaman sadapan pembicaraan Anggodo ( Adik 
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Anggoro ) dengan beberapa pejabat Kepolisian dan Kejaksaan) yg diputar 
dalam sidang Mahakamah Konstitusi (MK). Rekaman tersebut membuat 
masyarakat pada suasana tidak kondusif pada stabilitas sosial politik. 
Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap melanggar hak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak atas pra-
duga tidak bersalah (presumption of innocence), yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum sehingga dalam Bibit S Riyanto dan Chandra Hamzah mengajukan 
judicial review terhadap Undang-Undang N0. 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
2. Para Pemohon 
a.   Bibit S. Rianto, beralamat di RT 01 RW 012 Nomor 7, Kelurahan 
Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang; 
b. Chandra M. Hamzah, yang beralamat di Jalan Manggarai Selatan IX/46,  
Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; 
3. Para Termohon  
Lembaga Negara Republik Indonesia yaitu Lembaga Legislatif 
4. Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
a. Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak 
atas pra-duga tidak bersalah (presumption of innocence), yang dijamin 
oleh UUD 1945.  
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b. Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas persamaan 
kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang sama di 
hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh 
Undang-Undang Dasar 1945. 
c. Pemberhentian Sementara adalah solusi yang tepat dan proporsional bagi 
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersangkut perkara 
pidana, bukan pemberhentian tetap.  
d. Ketentuan Pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membuka peluang campur tangan 
kekuasaan eksekutif atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
5. Permohonan para Pemohon 
a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk 
seluruhnya; 
b. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 
28J ayat (2); 
c. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat dengan segala akibat hukumnya;  
d. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas 
permohonan a quo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
6. Amar Putusan  
a.   Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
b. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) adalah 
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bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally 
unconstitutional), kecuali harus dimaknai “pimpinan KPK berhenti 
atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap;” 
c.   Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 
7. Alasan Berbeda (Concuring Opinion ) 
Terhadap Putusan ini terdapat seorang Hakim Konstitusi yaitu Muhammad 
Alim mempunyai pendapat sama tetapi dengan alasan yang berbeda 
(concuring opinion) yaitu : 
Memang benar tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar 
biasa (extra ordinary crime), sehingga harus diberantas dengan cara-cara 
yang luar biasa pula, dan oleh karena itu Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, yang lazim disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
diberikan kekuasaan yang luar biasa, dengan syarat-syarat yang berat untuk 
menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan harapan para 
pimpinan KPK adalah orang-orang yang bersih dari kejahatan dan karena itu 
terhadap mereka diperlakukan ketentuan hukum yang berbeda dengan 
institusi lainnya. 
Persoalannya adalah, jikalau terhadap Hakim Konstitusi, Ketua, 
Wakil Ketua dan/atau Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hakim 
Agung, Anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota Komisi Yudisial, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, para 
Menteri dan para Jaksa, pemberhentian mereka dalam hal yang berhubungan 
dengan dakwaan melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan setelah 
terbukti melakukan tindak pidana, yakni setelah adanya putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena hanya 
pengadilan yang berwenang menyatakan seseorang bersalah, mengapa 
terhadap Pimpinan KPK diperlakukan ketentuan hukum yang berbeda ? 
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Demikian pula dengan alasan bahwa para Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi diperlakukan aturan khusus karena wewenang luar 
biasa yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka, maka kalau kita 
pertimbangkan secara adil, Presiden dan/atau Wakil Presiden orang nomor 
satu dan nomor dua kekuasaannya di Republik Indonesia, kekuasaannya 
diatur dalam UUD 1945, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
[Pasal 4 ayat (1)], yang berhak mengajukan rancangan undang-undang 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk umpamanya, rancangan 
undang-undang tentang pengurangan kekuasaan KPK [Pasal 5 ayat (1)], 
yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut 
dan Angkatan Udara (Pasal 10), yang dengan persetujuan DPR berhak 
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara 
lain [Pasal 11 ayat (1)], yang berhak menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), 
yang berhak mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 ayat (1)], yang berhak 
memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi (Pasal 14), yang berhak 
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15), yang 
lebih luas kekuasaannya daripada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, 
namun untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena 
didakwa oleh DPR bahwa telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya harus melalui putusan pengadilan in casu Mahkamah Konstitusi, dan 
hanya kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti tersebut di 
atas, baru dilakukan proses selanjutnya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk menentukan diberhentikan tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dari jabatannya (vide Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945), maka seharusnya 
terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang malahan 
kekuasaannya lebih sedikit daripada Presiden dan Wakil Presiden juga 
diperlakukan sama, artinya setelah adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka bersalah baru 
dapat diberhentikan tetap. Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan 
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merujuk Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu 
persamaan kedudukan dan perlakuan di hadapan hukum, sebagai salah satu 
hak asasi manusia, para Pemohon juga harus diperlakukan sama yaitu hanya 
dapat diberhentikan tetap dari jabatan mereka jikalau ada putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan 
mereka bersalah. 
Berdasarkan uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-
VII/2009 yang dijelaskan diatas bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf (c) Undang-
Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur mengenai 
pemberhentian secara tetap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, tidak 
hanya bertentangan dengan asas pra-duga tidak bersalah (presumption of 
innocence) melainkan juga bertentangan dengan hak setiap orang atas 
”persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” serta hak atas 
”perlakuan yang sama di depan hukum” dan ”kepastian hukum yang adil” 
karena ketentuan pemberhentian secara tetap tersebut menyimpang dari 
ketentuan pemberhentian pimpinan lembaga Negara independen lainnya yang 
mensyaratkan adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 
32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi “terdakwa karena melakukan 
tindak pidana kejahatan”, merupakan ketentuan yang berlebihan dan tidak 
proporsional dan bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam pembatasan 
hak asasi manusia sebagaimana di atur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan 
keseimbanagan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara . 
Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 30/2002, dalam hal Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka tindak pidana 
kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya. Diberhentikan atau 
diberhentikan sementara, diartikan sebagai suatu bentuk dari hukuman atau 
sanksi atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Bahwa dalam 
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pemberhentian jabatan ada lima faktor penyebab suatu jabatan itu berhenti, 
yakni : 
1. faktor alamiah, misalnya yang bersangkutan meninggal dunia, atau sakit 
yang bersifat permanen,  
2.  faktor administrasi, misalnya karena rangkap jabatan, beralih ke tempat 
lain,  
3. faktor kapasitas atau kemampuan,  
4. faktor sosio-politis, misalnya dalam jabatan publik yang bersangkutan 
tidak mendapat kepercayaan public maka yang bersangkutan dapat 
diberhentkan,  
5.  faktor hukum.  
Bahwa dalam faktor hukum, ada tiga faktor yang rasional dalam 
pemberhentian jabatan yakni,  
a. hukum yang memberhentikan harus mempunyai nilai keadilan, 
kepastian, kemanfaatan dan perlindungan. 
b. hukum harus mempunyai norma yang jelas, pasti, tidak multitafsir dan 
tidak bertentangan satu dengan yang lain dna konsisten. 
c. hukum pun diartikan kelayakan, kepatutan baik dari segi budaya 
maupun segi etika (http://www.hukum online.com/2010/05/Prof.Dr. 
Asep Warlan yusuf-jurnal hukum.pdf). 
Makna diberhentikan atau diberhentikan sementara adalah suatu 
hukuman atau ada suatu sanksi karena merupakan suatu bentuk sanksi atau 
hukuman maka pemberian atau penjatuhannya harus terlebih dahulu melalui 
sistem peradilan atau keseluruhan dari tahapan-tahapan sistem peradilan, dalam 
hal ini adalah peradilan pidana. Tahapan sistem peradilan pidana adalah 
sebagai berikut : 
1. Tahap penyidikan, yang tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan 
bukti.  
2. Tahap penuntutan, pembuatan surat dakwaan.  
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3. Tahap peradilan, membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan 
pemberian putusan, berakhir dengan didapatkannya putusan yang 
berkekuatan tetap yang salah satunya menyatakan seseorang bersalah dan 
diberikan atau dijatuhkan sanksi atau hukuman atas kesalahan tersebut 
sehingga (Andi hamzah, 1985 : 97 ). 
Menurut tahapan sistem peradilan diatas sehingga apabila seseorang 
sudah diberikan hukuman atau sanksi padahal terdapat kesalahan yang 
dilakukan belum diproses hukum sampai dengan selesai atau didapatkan 
putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah salah satu bentuk pelanggaran 
atau pengingkaran prinsip asas praduga tidak bersalah, ini menyangkut pada 
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 dari Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, 
“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka 
melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan 
kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala 
jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan yang ada”, sehingga sudah seharusnya tidak ada 
atau tidak diberikan sanksi atau hukuman dalam bentuk diberhentikan 
sementara atau diberhentikan sebelum proses hukumnya berakhir dengan 
adanya putusan bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Mengenai hal ini, dengan menunjuk berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentang ketentuan pemberhentian pejabat negara dari 
komisi/badan/lembaga lainnya yang tersangkut perkara tindak pidana apabila 
telah terbukti kesalahannya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap, dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
30/2002 menunjukkan adanya diskriminasi perlakuan antara Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi selaku pejabat negara dengan pejabat negara lainnya, 
sehingga dengan demikian bahwa berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c 
Undang-Undang 30/2002 adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar  1945. 
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Sebagai perbandingan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi, diberhentikan dengan tidak hormat apabila 
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berbunyi, “Ketua, wakil 
ketua dan atau anggota BPK diberhentikan dengan tidak hormat dari 
keanggotaannya atas usul BPK atau DPR karena dipidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih.” Pasal 85 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, “Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu 
sebagai anggota karena dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana 
kejahatan”. Pasal 10 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Penyiaran, “Anggota Komisi Penyiaran Indonesia berhenti karena 
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap”. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial, “Ketua, wakil ketua, anggota Komisi Yudisial 
diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh presiden dengan 
persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial dengan alasan dijatuhi pidana 
karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap”. Bahwa dipergunakan istilah yang berbeda ada yang 
menggunakan diberhentikan dengan tidak hormat, berhenti antar waktu dan 
berhenti. Namun, sanksi atau hukuman tersebut masih harus menunggu sampai 
ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 
Maka terkait mengenai pemberhentian (secara tetap/permanen) tanpa 
melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengancam 
independensi Pimpinan dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi padahal 
dari sisi kewenangan dan fungsi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
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Pemberantasa Korupsi, independensi Pimpinan dan lembaga Komisi 
Pemberantasan Korupsi sangat mutlak diperlukan. 
  Berdasarkan analisa penulis dalam putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 
bahwa penulis berpendapat Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 memang 
berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional, bukan hanya bagi para 
Pemohon tetapi juga bagi siapa pun yang sedang atau menjadi pimpinan KPK. 
Seumpama pun pengadilan memutuskan yang bersangkutan bersalah, maka 
terlepas dari putusan pengadilan tersebut, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 
berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi 
pimpinan KPK. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pasal a quo dapat 
dijadikan alat rekayasa beralasan menurut hukum. Bahwa analisa penulis diatas 
juga diperkuat dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 
133/PUU-VII/2009 yaitu :  
“Meskipun dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum namun keberadaan Pasal 
a quo tidak dapat secara serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena hal demikian dapat 
menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 
32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, (Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: … c. menjadi 
terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;) harus dinyatakan 
inkonstitusional kecuali dimaknai “pimpinan KPK berhenti atau 
diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
 
B. Substansi putusan apabila ditinjau dari asas negara hukum. 
Penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilaksanakan 
pada dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, 
yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan di hadapan hukum, dalam 
prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang 
diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali, 
sedangkan kesamaan di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua 
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dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hakim sebagai yang 
menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan dalam lapangan 
pemerintahan. Prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan 
merupakan prinsip yang konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua 
sistem hukum. 
Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada dua kriteria yang dipenui agar para 
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu : 
1. Apakah pemohon memiliki kualifikasi sebagai perorangan warga Negara 
Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), 
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur oleh undang-undang, badan hukum publik atau privat 
atau lembaga negara. 
2. Dalam kualifikasi yang demikian terdapat hak dan/atau kewenangan 
konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-
undang. Dalam hal ini para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang 
menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D 
ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berupa hak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, berpotensi 
dirugikan oleh berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
30/2002 jika para Pemohon dinyatakan sebagai terdakwa. 
Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa sebagai Negara Hukum 
yang menjunjung tinggi kedaulatan atau prinsip hukum sebagai kekuasaan 
tertinggi serta pemerintahan yang demokratis yang diharapkan mencakup 
istilah the rule of law yang digunakan untuk menyebut konsepsi Negara 
Hukum bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 berpotensi melanggar 
hak-hak konstitusional atau perlindungan konstitusional warga negara yang 
menjadi pimpinan KPK. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK 
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menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak 
yang diatur dalam UUD 1945. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain menyebutkan, “Uraian mengenai 
hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: kedudukan hukum (legal 
standing) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan 
pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang 
dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.” 
Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 
dalam judicial review Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi terkait dengan status pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi bahwa pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
secara tetap tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap apabila 
ditinjau dari asas negara hukum terdapat pelanggaran hak seseorang yaitu : 
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 dari Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap 
orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan 
tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan 
kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan 
segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan yang ada”, sehingga sudah 
seharusnya tidak ada atau tidak diberikan sanksi atau hukuman dalam 
bentuk diberhentikan sementara atau diberhentikan sebelum proses 
hukumnya berakhir dengan adanya putusan bersalah yang telah 
berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945. Bahwa asas praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence) diterapkan dalam proses peradilan pidana dimana setiap orang 
yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang 
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan 
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yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang 30/2002 mengatur tentang 
pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi 
terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. Dengan demikian 
tindakan apapun yang dilakukan kepada seseorang yang disangka sebelum 
adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dianggap 
sebagai pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence) sehingga menurut pendapat kami asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) adalah tepat dijadikan sebagai alasan 
permohonan pengujian uji materiil dalam perkara a quo. 
Asas pra duga tidak bersalah sesungguhnya merupakan asas hukum 
yang ditemukan dan dikembangkan untuk melindungi hak tiap orang dari 
kesewenang-wenangan kekuasaan, yaitu aparat negara dalam proses 
peradilan pidana. Tiap-tiap orang yang disangka dan kemudian didakwa 
dalam suatu perkara pidana tidak bisa diasumsikan pasti bersalah dan 
karena itu sudah dapat dihukum. Tersangka atau terdakwa baru bias 
dinyatakan bersalah bila nanti proses pengadilan membuktikannya dan 
menjatuhkan hukuman yang bersifat tetap. Dengan demikian, asas praduga 
tidak bersalah itu merupakan perisai bagi tersangka atau terdakwa terhadap 
kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan aparat negara seperti, 
polisi, jaksa, hakim dan pejabat pemerintah lainnya, serta publik. Itu 
berarti, asas praduga tidak bersalah merupakan perlindungan bagi tiap-tiap 
orang yang berada dalam posisi tersangka atau terdakwa terhadap 
kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat yudisial atau 
fitnah atau pencemaran nama baik yang bisa datang dari pejabat publik 
maupun masyarakat. Sesunguhnya pula asas “pra duga tidak bersalah” 
merupakan jaminan yang wajib diberikan oleh negara, yakni pemerintah 
melalui aparaturnya, termasuk aparat yudisial, bahwa proses peradilan 
pidana akan berjalan objektif, fair yang bebarti memastikan dicapainya 
putusan hukum yang adil. Dari perspektif ini asas “pra duga tidak 
bersalah” terang benderang merupakan salah satu jaminan bagi 
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terselenggaranya proses peradilan pidana yang objektif, fair, dan berarti 
bebas dari intervensi politik, kekuatan modal, dan media massa. 
Asas pra duga bersalah yang dianut oleh Pasal 32 ayat (1) huruf c 
Undang-Undang 30/2002 sesungguhnya mengandung sebuah keniscayaan 
menuju keadaan diskriminatif dan kesewenang-wenangan dimana orang-
orang dari kategori yang sama, yakni para pejabat negara seperti, antara 
lain para Hakim Konstitusi, para anggota Komnas Hak Asasi Manusia, 
para pejabat Badan Pemeriksa Korupsi, para pejabat Bank Indonesia, para 
anggota Polri, para anggota Kejaksaan, para anggota Komisi Penyiaran, 
para menteri memperoleh perisai perlindungan asas “pra duga tidak 
bersalah”, yang dapat membuka peluang untuk diperlakukan sewenang-
wenang oleh aparatur negara, seperti, polisi, jaksa, hakim, bahkan media 
massa. Keadaan yang membuka peluang bagi terjadinya perlakuan 
sewenang-wenang dan diskriminatif oleh aparat negara itulah yang ingin 
dicegah oleh asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang 
tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
Uraian di atas membawa kita semua pada suatu pemahaman bahwa 
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung asas 
“praduga tidak bersalah” yang jauh sebelumnya telah dianut dalam 
berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia dan sudah 
dipraktekkan dalam kehidupan hukum kita sehingga sudah menjadi bagian 
dari tradisi hukum Indonesia. Dengan demikian, dari perspektif  Hak Asasi 
Manusia asas “pra duga tidak bersalah sudah” merupakan hak dasar (a 
basic right) dari tiap-tiap orang yang berada dalam posisi sebagai 
tersangka atau terdakwa yang wajib diakui, dihormati, dijamin, dan 
dilindungi oleh negara, yakni, pemerintah dan aparaturnya, pengadilan, 
dan badan legislatif. Hak atas “pra duga tidak bersalah” sesungguhnya 
merupakan hak dasar yang bersifat non derogable. Karena pengurangan 
dan apalagi penghapusan hak tersebut akan membuka peluang bagi 
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kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam bentuk berbagai 
intervensi kekuasaan dan bias dalam proses peradilan pidana. 
2. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan ( Equality 
before the Law) , perlakuan yang sama di hadapan hukum serta keputusan 
yang adil yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berlakunya 
Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang 30/2002 menunjukkan adanya 
diskriminasi perlakuan antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
selaku pejabat negara dengan pejabat negara lainnya, sehingga dengan 
demikian kami sependapat bahwa berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c 
Undang-Undang 30/2002 adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan 
merupakan asas yang fundamental dalam kehidupan masyarakat bernegara 
hukum. Keberadaan hukum menjadi tidak masuk akal bila ada perlakuan 
hukum yang tidak sama terhadap subjek hukum dan objek hukum yang 
sama. Orang atau kelompok orang dari klasifikasi atau kategori yang sama 
harus memperoleh perlakuan hukum yang sama. Itulah ynag dikenal 
sebagai pedoman hukum berlaku umum. Bila hukum hendak membuat 
pengecualian (khusus) kekhususan itu harus diatur dalam hukum yang 
sama, dan diperlakukan kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori 
tertentu atau yang berada dalam keadaan khusus. Pengecualian tidak bias 
dimunculkan begitu saja tanpa dikaitkan dengan kondisi tertentu yang 
menyebabkan kekhususan atau pengecualiannya. Dalam kasus Pasal 32 
ayat (1) huruf c Undang-Undang 30/2002, asas “pra duga bersalah” 
dimunculkan begitu saja tanpa menguraikan atau menjelaskan keadaan 
khusus yang melahirkan prinsip “pra duga bersalah” itu. Bila memang para 
perumus Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang 30/2002 dimaksudkan 
untuk memunculkan asas “pra duga bersalah” sebagai suatu pengecualian 
terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasn Korupsi harus dipertanyakan 
keadaan khusus apa yang memerlukan pengecualian. Pertanyaan lebih 
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fundamental adalah apakah asas pra duga tidak bersalah dan asas 
persamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagai bagian dari Hak 
Asasi Manusia itu bersifat derogable. Bahwa asas “pra duga tidak 
bersalah” dan asas persamaan di depan hukum sebagai asas hukum Hak 
Asasi Manusia merupakan bagian Hak Asasi Manusia yang bersifat non 
derogable. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa 
pun dan oleh siapa pun.” 
3. Asas Legalitas (due process of law) adalah satu asas yang merupakan 
jaminan mendasar dan konstitusional bahwa semua proses hukum harus 
fair (jujur) dimana orang harus diberitahu tentang adanya proses hukum 
terhadapnya dan diberikan hak baginya untuk didengar sebelum diambil 
satu keputusan tentang perampasan hak, kebebasan, dan harta bendanya. 
Setiap orang tidak boleh dirampas hak hidup, kebebasan, harta benda, dan 
hak-hak lainnya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk 
mempertahankan dirinya. Sehingga prinsip-prinsip due process of law 
dapat berjalan sebagaimana mestinya, nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan, 
kepastian hukum diwujudkan, dan perlindungan, pemenuhan serta 
penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik. 
Due process of law dan presumption of innocence merupakan prinsip 
utama dari negara hukum yang demokratis, hal ini sejalan dengan Negara 
Indonesia yang berdasar atas hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia 
adalah Negara hukum”. Prinsip utama tersebut kemudian dijabarkan 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut 
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dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 
sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
angka 3 huruf c memuat materi yang sama dengan materi Pasal 8 Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Prinsip tersebut diakui sebagai 
hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi. Secara implisit 
hak tersebut diakui dan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari hak 
asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh 
Undang-Undang Dasar 1945 karenanya harus memperoleh penghormatan, 
perlindungan, dan pemenuhan secara efektif. 
Aspek keadilan menjadi begitu penting meskipun keadilan bukan sesuatu 
yang mutlak melainkan relatif sifatnya. Keadilan yang relative sukar untuk 
diterapkan dan diberlakukan secara umum karena setiap orang memiliki 
pandangan subjektif yang membedakan hal yang adil dari yang tidak adil. 
Padahal, dalam hubungan antarwarga negara diperlukan suatu tatanan objektif 
yang diterima secara umum, agar keadilan perseorangan tidak pecah sebagai 
diskrepansi dalam keadilan antarperseorangan, karenanya diperlukan suatu 
kesepakatan mengenai rambu-rambu keadilan yang dapat diimplementasikan 
dengan menerapkan asas perlakuan yang sama bagi setiap warga negara yang 
terlibat dalam kasus yang sama dengan memberlakukan norma hukum yang 
sama. Menerapkan asas perlakuan yang sama bagi setiap warga negara yang 
terlibat dalam kasus yang sama dengan memberlakukan norma hukum yang 
sama akan terjadi keseimbangan dalam tata hubungan masyarakat. 
Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme, telah tersirat dan tersurat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme 
yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan 
yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya haruslah 
dilakukan oleh suatu lembaga yang benar-benar tepat dan bersih. Oleh karena 
itu, apabila kemudian lembaga yang diharapkan tersebut terwujud tentulah 
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pimpinan dan anggotanya diharapkan memerlukan syarat-syarat jabatan 
tertentu agar dapat memenuhi tercapainya tujuan dalam pemberantasan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga syarat-syarat jabatan yang ditetapkan 
dapat berbeda dengan pimpinan dan anggota lembaga lainnya. Dalam hal ini, 
pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilandasi oleh 
spirit yang kuat untuk memberantas korupsi yang telah merupakan kejahatan 
yang luar biasa di Indonesia, sehingga syarat-syarat jabatan bagi pimpinan dan 
anggota komisi ditetapkan sesuai dengan harapan yang ingin diwujudkan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A.   Simpulan 
 
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam rumusan masalah, hasil penelitian 
dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat dirumuskan 2 (dua) 
kesimpulan  sebagai berikut :  
1. Dengan menunjuk berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku tentang ketentuan pemberhentian pejabat negara dari 
komisi/badan/lembaga lainnya yang tersangkut perkara tindak pidana 
apabila telah terbukti kesalahannya berdasarkan putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap, dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) 
huruf c Undang-Undang 30/2002 menunjukkan adanya diskriminasi 
perlakuan antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  selaku 
pejabat negara dengan pejabat negara lainnya, sehingga dengan 
demikian bahwa berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 
(1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Dengan 
demikian Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus 
dimaknai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau 
diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
2. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi  nomor 133/PUU-VII/2009 
dalam judicial review Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan status pimpinan Komisi 
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Pemberantasan Korupsi bahwa pemberhentian pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi secara tetap tanpa putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap apabila ditinjau dari asas negara hukum 
terdapat pelanggaran hak seseorang yaitu : 
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan 
Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang yang ditangkap, 
ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana 
berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya 
secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala 
jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan yang ada”, sehingga sudah 
seharusnya tidak ada atau tidak diberikan sanksi atau hukuman 
dalam bentuk diberhentikan sementara atau diberhentikan sebelum 
proses hukumnya berakhir dengan adanya putusan bersalah yang 
telah berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang 
Undang Dasar 1945. Bahwa asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) diterapkan dalam proses peradilan 
pidana dimana setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau 
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 
bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 32 ayat 
(1) huruf c Undang-Undang 30/2002 mengatur tentang 
pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. 
Dengan demikian tindakan apapun yang dilakukan kepada seseorang 
yang disangka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran atas asas praduga 
tidak bersalah (presumption of innocence) sehingga menurut 
pendapat kami asas praduga tidak bersalah (presumption of 
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innocence) adalah tepat dijadikan sebagai alasan permohonan 
pengujian uji materiil dalam perkara a quo. 
5. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan 
(Equality before the Law) , perlakuan yang sama di hadapan hukum 
serta keputusan yang adil yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 
6. Asas Legalitas (due process of law) adalah salah satu asas yang 
merupakan jaminan mendasar dan konstitusional bahwa semua 
proses hukum harus fair (jujur) dimana orang harus diberitahu 
tentang adanya proses hukum terhadapnya dan diberikan hak 
baginya untuk didengar sebelum diambil satu keputusan tentang 
perampasan hak, kebebasan, dan harta bendanya. Setiap orang tidak 
boleh dirampas hak hidup, kebebasan, harta benda, dan hak-hak 
lainnya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk 
mempertahankan dirinya. 
 
B. Saran 
 
Beberapa saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 
1. Apabila terjadi pemberhentian sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi karena ditetapkan sebagai tersangka maka seharusnya Undang-
Undang 30/2002 mengatur tata cara pengisian kekosongan Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi sementara untuk melaksanakan tugas 
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan sementara. 
2. Bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus 
dilaksanakan pada dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa 
keadilan masyarakat, yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan 
di hadapan hukum. 
  
68 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Buku 
A.S. Hornby cs.1963. The Advenced Leaness Dictionary of Current English 
Oxford. London :University Press. 
Jimly Asshiddiqie. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi; 
Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Cetakan Kedua.Jakarta : 
Konstitusi Press. 
Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 
Malang: CV. Bayumedia Publishing. 
Majalah Konstitusi.2009. Edisi 26:16 
Maruarar Siahaan. 2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 
Lembaga Penerbit Fe UI. 
Miriam Budiardjo. 1982. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia. 
Moh. Mahfud. M.D. 1998. Politik Hukum di Indonesia.Jakarta: Pustaka LP3ES 
Indonesia. 
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 
Prof. Raden Subekti Tjitro Soedibyo. Kamus Hukum : PT. Pradya Paramitha. 
Satjipto Raharjo. 1980. Hukum dan masyarakat. Bandung : Angkasa.  
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit 
Universitas Indonesia (UI Press). 
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan 
Singkat. Jakarta : Raja Grasindo Persada. 
W.J.S. Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka. 
Peraturan perundangan-uandangan 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstiusi 
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
website 
http://www.mahkamah-konstitusi.go.id/2010/02/Mahfud MD-doc. (20 Februari 
2010 pukul 01.00 wib) 
  
69 
http://www.pemantau-peradilan.com/2010/06/Teguh Kurniawan-doc. (15 juni 
2010 pukul 21.30 wib) 
http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/penafsiran-mk-terhadap-pasal-
33-uud-1945.pdf  
http://www.hukum online.com/2010/05/Prof.Dr. Asep Warlan yusuf-jurnal 
hukum.pdf  
 
 
